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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemenuhan pelayanan kesehatan jiwa
bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Tulungagung yang belum
merata. Dalam hal ini peran Dinas Kesehatan dalam menciptakan sistem
pelayanan kesehatan jiwa dirasa belum sesuai dengan amanat Undang — Undang
Kesehatan jiwa yaitu memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan
Kesehatan Jiwa bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa berdasarkan hak asasi
manusia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelayanan
kesehatan jiwa bagi orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Tulungagung ? 2)
Bagaimana pelayanan kesehatan jiwa bagi orang dengan gangguan jiwa di
Kabupaten Tulungagung berdasarkan Undang — Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa ? 3) Bagaimana pelayanan
kesehatan jiwa bagi orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Tulungagung
Perspektif Fikih Siyasah Idariyah?.

Metode yang digunakan peneliti adalah kualitatif dan jenis penelitian
adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi,
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data
kualitatif dari Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelayanan kesehatan jiwa bagi
ODGJ di Kabupaten Tulungagung telah terlaksana meskipun belum berjalan
dengan optimal. Hal ini disebabkan karena pemerataan sarana dan prasarana yang
belum memadai serta intensitas pengunjung penderita ODGJ yang sangat rendah.
2) Pelayanan kesehatan jiwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung belum
sesuai dengan Undang — Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
pasal 8 ayat(8) dan pasal 48. 3) Pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten
Tulungagung belum memenuhi konsep Figh Siyasah Dusturiyah di Bidang
Siyasah Idariyah (Administrasi Negara) yaitu cepat dalam pelayanan. Terkait
konsep cepat dalam pelayanan Pemerintah daerah/ Dinas terkait dirasa lambat
dalam pemenuhan pelayanan kesehatan jiwa.
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This research is motivated by the fulfillment of mental health services for
people with mental disorders in Tulungagung that have not been evenly
distributed. In this case, the role of the Health Office in creating a mental health
service system is deemed not in accordance with the mandate of the Mental
Health Law, which is to provide protection and guarantee mental health services
for people with mental disorders based on human rights.

The formulation of the problems in this study are: 1) How is mental health
services for people with mental disorders in Tulungagung? 2) How is mental
health services for people with mental disorders in Tulungagung based on Law
Number 18 of 2014 concerning Mental Health? 3) How is mental health service
for people with mental disorders in Tulungagung Perspective Figh Siyasah
Idariyah?

The method used by researchers is qualitative and the type of research is
field research which is descriptive analysis. The data collection techniques used in
this study were observation, interviews and documentation. The data analysis
technique used qualitative data analysis from Miles and Huberman, namely data
reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results showed that: 1) Mental health services for people with mental
disorders in Tulungagung have been implemented even though they have not run
optimally. This is due to the inadequate distribution of facilities and infrastructure
and the very low intensity of visitors to people with mental disorders. 2) Mental
health services at the Tulungagung Health Office are not in accordance with Law
Number 18 of 2014 concerning Mental Health in article 8 paragraph (8) and
article 48. 3) Mental health services in Tulungagung have not fulfilled the concept
of Figh Siyasah Dusturiyah in the Sector Siyasah Idariyah (State Administration)
is fast in service. Regarding the fast concept in providing services, the local
government / related services are deemed slow in fulfilling mental health services.
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